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ABSTRACT
This paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the 
era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a 
Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the 
said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet 
people’s demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government’s 
lines and community’s components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of 
operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency 
purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance 
with local food stuff. Community’s food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining 
community’s tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community’s 
tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. 
Key words: food, stock management, regional autonomy, Bulog
ABSTRAK
 Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek 
pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan 
mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut.  Sumber data 
dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk  menjamin 
pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk  secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan 
cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat 
mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga,
dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan 
konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola 
cadangan pangan non-beras sesuai  makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan 
cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi 
masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh-
kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung 
pangan. 
Kata kunci : pangan, cadangan pangan, otonomi daerah, Bulog
PENDAHULUAN
Departemen Pertanian (1999) telah 
menetapkan isu ketahanan pangan sebagai 
salah satu fokus utama kebijaksanaan opera-
sional pembangunan pertanian dalam Kabinet 
Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Ro-
yong (1999-2004), maupun dalam Kabinet In-
donesia Bersatu (2004–2009). Memantapkan 
ketahanan pangan merupakan prioritas utama 
dalam pembangunan karena pangan merupa-
kan kebutuhan yang paling dasar bagi sumber-
daya manusia suatu bangsa.  
Sejarah membuktikan bahwa ketaha-
nan pangan sangat erat kaitannya dengan ke-
tahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas 
politik dan keamanan atau ketahanan nasional 
(Suryana, 2001; Simatupang et al., 2001).  Se-
lain itu, ketahanan pangan dalam arti keter-
jangkauan pangan juga berkaitan erat dengan 
upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia 
Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang cu-
kup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan 
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sumberdaya manusia yang bermutu. Oleh 
karena itu membangun sistem ketahanan pa-
ngan yang kokoh merupakan syarat mutlak ba-
gi pembangunan nasional.
Kejadian rawan pangan dan gizi buruk 
mempunyai makna politis yang negatif bagi 
penguasa. Bahkan di beberapa negara ber-
kembang, krisis pangan dapat menjatuhkan 
pemerintahan yang sedang berkuasa (Hardin-
syah et al., 1999).  Kejadian rawan pangan di 
tingkat rumah tangga dengan proporsi cukup 
besar masih ditemukan di daerah-daerah 
dengan ketahanan pangan tingkat regional 
(provinsi) maupun tingkat nasional terjamin 
(Saliem et al., 2001). Oleh karena itu, penca-
paian tingkat ketahanan pangan yang mantap 
di tingkat nasional maupun regional saja tidak 
cukup. Mantapnya ketahanan pangan tingkat 
rumah tangga dan individu merupakan sasa-
ran pembangunan ketahanan pangan suatu 
negara.
Selain aspek tingkat pendapatan ru-
mah tangga dalam ketahanan pangan rumah 
tangga terdapat aspek lain yang tidak kalah 
penting yaitu bagaimana mengelola dengan 
baik ketahanan pangan atau ketersediaan 
pangan di tingkat nasional dan regional terse-
but agar kejadian rawan pangan di tingkat 
rumah tangga dapat diminimalkan. Dikaitkan 
dengan telah dilaksanakannya Undang-Un-
dang Otonomi Daerah serta adanya peruba-
han lembaga penyangga pangan nasional dari 
Bulog menjadi Perum Bulog, adalah penting 
untuk  mengkaji ketahanan pangan di era oto-
nomi daerah dan Perum Bulog. 
Dengan adanya otonomi daerah serta
dirubahnya Bulog menjadi Perum sejak Mei 
2003 diduga memiliki dampak terhadap mana-
jemen (pengelolaan) ketahanan pangan khu-
susnya stok pangan beras. Tulisan ini bertuju-
an untuk menelaah kebijakan pengelolaan ke-
tahanan pangan khususnya aspek pengelo-
laan cadangan pangan era otonomi daerah 
dan Perum Bulog. Bahasan mencakup kon-
sep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan 
ketahanan pangan dalam era tersebut yang 
masih berlangsung hingga kini.
Konsep dan Peran Strategis Ketahanan 
Pangan
Ketahanan pangan merupakan feno-
mena yang kompleks, mencakup banyak as-
pek dan faktor terkait yang luas. Isu ketahanan 
pangan mengemuka sejak tahun 1970-an se-
iring dengan terjadinya krisis pangan global 
(Soekirman, 2000). Negara yang penduduknya 
mengalami kelaparan akibat krisis pangan 
dianggap tidak mempunyai ketahanan pangan. 
Oleh sebab itu, konsep ketahanan pangan 
pada masa tersebut lebih banyak membahas 
ketersediaan (pasokan) pangan pada tingkat 
nasional dan global (Foster, 1992; Maxwell 
dan Frankenberger, 1992). 
Pada tahun 1980-an, ketika krisis pa-
ngan sudah mereda, kasus kelaparan ternyata 
masih cenderung meningkat (Foster, 1992; 
Soekirman, 2000). Kelaparan yang masih ter-
jadi tersebut menunjukkan bahwa ketersedia-
an pangan di tingkat nasional tidak dapat men-
jamin kecukupan pangan pada tingkat rumah 
tangga atau individu (Braun et al., 1992). Se-
iring dengan hal itu fokus analisis ketahanan 
pangan kemudian bergeser dari perhatian 
terhadap ketersediaan pangan secara nasional 
atau global menjadi perhatian kepada kelom-
pok (individu) penduduk yang mengalami ke-
laparan (Foster, 1992). Dari fenomena terse-
but diperoleh pengetahuan bahwa terdapat 
faktor internal yang menghambat akses pero-
lehan pangan di tingkat rumah tangga atau 
individu.  
Kendala akses terhadap pangan terse-
but terkait dengan lemahnya entitlement (fak-
tor kepemilikan) di tingkat rumah tangga atau 
individu (Sen, 1981) yang menyebabkan keti-
dakmampuan melakukan “kontrol” terhadap 
pangan. Derajat entitlement berhubungan linier 
dengan tingkat stabilitas akses rumah tangga
atau individu terhadap pangan karena derajat 
entitlement tersebut ditentukan oleh apa yang 
mereka miliki, yang diproduksi, yang dijual,
dan yang diwariskan atau diberikan (Sen, 
1981; Maxwell dan Frankenberger, 1992). 
Ketersediaan pangan dan akses ter-
hadap pangan seperti uraian di atas, menurut 
Braun et al. (1992) merupakan dua determinan 
penting dari ketahanan pangan. Namun demi-
kian, ketersediaan pangan an sich tidak dapat 
menjamin akses terhadap pangan. Akses ter-
hadap pangan mencakup dimensi fisik dan 
ekonomi. Akses fisik terkait dengan faktor 
penguasaan produksi pangan di tingkat rumah 
tangga. Adapun, faktor daya beli pangan ada-
lah refleksi dari kemampuan akses ekonomi 
(Maxwell dan Frankenberger, 1992; Braun et 
al., 1992; Haddad, 1997). 
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Dalam konteks cakupan atau satuan 
analisis, Soehardjo (1996) berpendapat bahwa 
konsep ketahanan pangan dapat diterapkan 
pada berbagai tingkatan: global, nasional hing-
ga tingkat rumah tangga atau individu. Dise-
butkan pula bahwa situasi ketahanan pangan 
antar tingkatan tersebut dapat saling dukung. 
Sementara itu Hardinsyah et al. (1998) ber-
pendapat bahwa karena tidak setiap rumah 
tangga atau individu mempunyai akses terha-
dap proses produksi pangan dengan terbatas-
nya pemilikan lahan pertanian, untuk menca-
pai ketahanan pangan rumah tangga, dibutuh-
kan dukungan ketersediaan pangan di tingkat 
lokal dan nasional. Sementara itu, Simatupang 
(1999) lebih melihat hubungan antara ketaha-
nan pangan di tingkat global, nasional, lokal 
hingga rumah tangga atau individu sebagai 
suatu sistem hirarkis (hierarchial system). 
Berdasar atas berbagai faktor penye-
bab tidak terwujudnya ketahanan pangan, para 
pakar mengembangkan batasan tentang keta-
hanan pangan yang berbeda-beda (Maxwell 
dan Frankenberger, 1992). Namun demikian, 
batasan ketahanan pangan yang lebih diterima 
secara umum baru disepakati pada Konpe-
rensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (World 
Food Summit) tahun 1996 yang diselengga-
rakan di Roma. Ketahanan pangan didefinisi-
kan sebagai: “kondisi terpenuhinya kebutuhan 
gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu 
agar dapat hidup aktif dan sehat secara 
berkesinambungan sesuai budaya setempat” 
(Hardinsyah et al., 1998; Soetrisno, 1996). Di 
Indonesia, pengertian ketahanan pangan telah 
dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1996 tentang Pangan. Pada Bab I Pasal 
1 disebutkan bahwa ketahanan pangan ada-
lah: ”terpenuhinya pangan bagi rumah tangga
yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, me-
rata dan terjangkau”. 
Dari versi batasan manapun, aspek 
kecukupan pangan menjadi basis kriteria untuk 
menentukan status ketahanan pangan. Hal ini 
karena pangan adalah kebutuhan pokok bagi 
manusia untuk mempertahankan kelangsu-
ngan hidup. Pada mulanya kecukupan pangan 
hanya dinilai menurut fisik kuantitas sesuai 
kebutuhan untuk beraktivitas dalam kehidupan 
sehari-hari secara sehat. Namun demikian, 
seiring dengan perkembangan analisis, kriteria 
kecukupan kemudian juga mencakup aspek 
kualitas pangan (Maxwell dan Frankenberger, 
1992; UU No 7/1996) sesuai kebutuhan tubuh 
manusia.
Dampak dari perkembangan pemikiran 
tersebut antara lain munculnya kritik bahwa 
penggunaan kriteria kecukupan pangan pokok 
yang merupakan sumber energi sebagai indi-
kator ketahanan pangan dianggap kurang me-
madai. Hardinsyah (1996) misalnya, mengem-
bangkan konsep Skor Konsumsi Pangan 
(SKP) sebagai alternatif cara menghitung ke-
tahanan pangan. Konsep tersebut telah dite-
rapkan, antara lain, oleh Adi (1999). Badan 
Pusat Statistik bekerja sama dengan Canadian 
International Development Agency (CIDA) pa-
da tahun 2000 pernah mencoba mengem-
bangkan Indeks Keanekaragaman Pangan 
(Food Variety Index).
Dari sisi dimensi waktu, ketahanan 
pangan dapat terwujud jika aspek risiko kega-
galan akses terhadap pangan dapat ditanggu-
langi. Terkait dengan faktor risiko tersebut, 
dikenal dua bentuk ketidaktahanan pangan 
(food insecurity), yaitu yang bersifat kronik dan 
transitori (Braun et al., 1992; Maxwell dan 
Frankenberger, 1992). Ketidaktahanan pangan 
kronik terjadi secara terus menerus (jangka 
panjang) karena rendahnya faktor daya beli 
dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. 
Ketidaktahanan pangan transitori terjadi se-
mentara (sering bersifat mendadak atau tiba-
tiba) yang sering diakibatkan oleh adanya ben-
cana alam, kegagalan produksi dan kenaikan 
harga. 
Luasnya cakupan konsep ketahanan 
pangan menempatkan peran strategis kebija-
kan pangan dalam mencapai ketahanan pa-
ngan di suatu Negara. Di Indonesia misalnya, 
isu ketahanan pangan secara politis telah 
dijadikan agenda kebijakan nasional yang ter-
tuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 
1996 tentang Pangan. Dalam tataran operasio-
nal, pencapaian ketahanan pangan di Indone-
sia didukung oleh dibentuknya satu Unit 
Eselon I dalam jajaran Departemen Pertanian 
sejak tahun 2000, yaitu Badan Urusan Ketaha-
nan Pangan, yang kemudian dirubah menjadi 
Badan Bimas Ketahanan Pangan pada tahun 
2001, dan disempurnakan menjadi Badan Ke-
tahanan Pangan pada tahun 2005. Selain itu 
dibentuk pula lembaga non struktural yaitu 
Dewan Ketahanan Pangan di tingkat nasional 
yang dipimpin langsung oleh Presiden RI,
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maupun di tingkat daerah yang dipimpin oleh 
pimpinan daerah yaitu Gubernur/Bupati/Wali-
kota.    
Pentingnya ketahanan pangan ditun-
jukkan oleh Timmer (1996; dalam Amang dan 
Sawit, 2001) yang menyimpulkan dari studinya 
untuk kasus Indonesia, Jepang, dan Inggris 
bahwa tidak satupun negara yang dapat mem-
pertahankan proses pertumbuhan ekonomi 
tanpa terlebih dahulu memecahkan masalah 
ketahanan pangan. Untuk Indonesia, pereko-
nomian beras terbukti secara signifikan meru-
pakan pendukung pesatnya pertumbuhan eko-
nomi Indonesia sejak 1960-an.  
Selain itu, pentingnya ketahanan pa-
ngan antara lain karena adanya fakta bahwa 
ketersediaan pangan yang cukup secara na-
sional ternyata tidak menjamin adanya keta-
hanan pangan tingkat wilayah (regional), ru-
mah tangga dan individu. Hal ini ditunjukkan 
antara lain dari studi yang dilakukan oleh 
Saliem et al. (2001). Terkait dengan fakta 
tersebut, maka masalah bagaimana mengelola
ketersediaan pangan yang cukup tersebut 
agar dapat diakses oleh rumah tangga/individu 
di masing-masing wilayah merupakan isu 
menarik untuk ditelaah. Pengelolaan pangan 
terkait dengan masalah bagaimana mengelola 
cadangan pangan. Dalam hal ini, manajemen 
cadangan pangan merupakan salah satu 
aspek yang belum banyak dikaji secara baik.
Ketersediaan pangan tingkat nasional 
dan regional tidak menjamin adanya ketaha-
nan pangan tingkat rumah tangga atau indivi-
du. Hal ini karena di samping ketersediaan 
pangan, ketahanan pangan rumah tangga/indi-
vidu sangat ditentukan pula oleh akses mereka 
untuk mendapat pangan tersebut. Dalam hal 
ini tingkat pendapatan dan daya beli merupa-
kan faktor penentu akses rumah tangga terha-
dap pangan. Selain itu, di tingkat pengambil 
kebijakan, kejadian rawan pangan antara lain 
terkait dengan masalah kebijakan stabilitas 
harga pangan dan manajemen atau pengelo-
laan cadangan pangan.
Hermanto (2002) menunjukkan bahwa 
adanya gejolak harga pangan (beras) berdam-
pak negatif terhadap daya beli konsumen dan 
menghambat rumah tangga untuk akses ter-
hadap pangan yang dibutuhkan. Di tingkat 
produsen (petani), turunnya harga gabah pada 
saat panen raya berdampak menurunkan pen-
dapatan petani yang dapat diartikan pula me-
nurunkan daya beli petani. Dengan demikian 
ketidakstabilan harga beras berdampak pula 
terhadap daya beli dan akses terhadap pa-
ngan pada petani (khususnya yang berstatus 
net-consumer). Oleh karena itu, kebijakan sta-
bilisasi harga (beras) merupakan salah satu 
faktor penentu tercapainya ketahanan pangan.  
Amang dan Sawit (2001) dalam studi-
nya menunjukkan bahwa manajemen stok 
merupakan inti dari kebijakan stabilisasi harga 
beras. Studi tersebut menemukan bahwa 
Bulog selama ini hanya menguasai stok beras 
antara 4 – 8 persen dari produksi dalam negeri 
dan mengimpor bila diperlukan. Manajemen 
stok beras memerlukan dana yang besarnya 
meningkat dari tahun ke tahun karena mening-
katnya biaya-biaya yang meliputi biaya penga-
daan, eksploitasi dan manajemen. Biaya ter-
besar yang dikeluarkan Bulog adalah untuk 
pembayaran bunga bank yang mencapai 50 
persen dari total biaya stabilisasi.
Salah satu komponen ketersediaan 
pangan adalah peubah stok (cadangan) pa-
ngan. Pengelolaan atau manajemen stok pa-
ngan secara bijak di tingkat rumah tangga, 
masyarakat, pemerintah daerah dan pemerin-
tah pusat merupakan salah satu kunci terca-
painya ketahanan pangan serta meminimalkan 
terjadinya rawan pangan. Termasuk dalam pe-
ngelolaan stok atau cadangan pangan tersebut 
adalah penanganan masalah pada kondisi 
darurat rawan pangan. Pengelolaan stok pa-
ngan tersebut menjadi isu menarik dikaitkan 
dengan adanya otonomi daerah dan peruba-
han lembaga Bulog menjadi Perum Bulog.
Perkembangan Kelembagaan Cadangan 
Pangan
Peraturan formal menyebutkan bahwa 
pengelolaan cadangan pangan nasional men-
jadi tanggung jawab pemerintah dan masyara-
kat. Hal ini berarti bahwa keberadaan cada-
ngan pangan pemerintah tidak menghapuskan 
pentingnya cadangan pangan masyarakat dan 
sebaliknya. Dengan perkataan lain, cadangan 
pangan pemerintah dan cadangan pangan 
masyarakat harus sama-sama eksis dan satu 
sama lain harus bersifat saling melengkapi 
(komplemen).
Di Indonesia, pengelolaan cadangan 
pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam 
bentuk lumbung pangan telah ada sebelum 
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tahun 1890 (Azis, 1995). Oleh karena itu 
pengelolaan cadangan pangan oleh masyara-
kat boleh dikatakan telah menjadi tradisi.  
Walaupun demikian, perkembangannya me-
ngalami pasang surut. Lumbung pangan ber-
kembang pesat pada tahun 1930-an sewaktu 
masa krisis ekonomi dunia (malaise) (Azis, 
1995; Sosrodihardjo, 1995).  Sebaliknya, sejak 
tahun 1980-an perkembangan lumbung pa-
ngan merosot tajam (Azis, 1995; Sapuan dan 
Supanto, 1995; dan Simatupang, 1999).  Kon-
disi ini terjadi sebagai dampak negatif dari 
kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga 
beras dan swasembada beras yang berhasil 
membuat harga beras antar waktu relatif stabil.  
Akibatnya, lembaga cadangan pangan seperti 
lumbung pangan tidak menarik lagi karena 
tidak memberikan nilai tambah dari segi eko-
nomi. Namun terjadinya krisis ekonomi tahun 
1997 telah mendorong pemerintah untuk mem-
berdayakan lumbung pangan dengan pertim-
bangan bahwa lembaga ini sangat strategis 
sebagai salah satu sarana penunjang ketaha-
nan pangan.
Pengelolaan cadangan pangan oleh 
pemerintah telah ada sejak tahun 1939 se-
waktu pemerintah kolonial Belanda memben-
tuk lembaga logistik bahan pangan (beras) 
yang bernama Voedings Middelen Fonds
(VMF). VFM boleh dikatakan merupakan cikal 
bakal Bulog.  Pada masa pendudukan Jepang, 
VMF diubah menjadi Sangyobu-Nanyo Kohat-
su Kaisha (SNKK). Setelah Indonesia merebut 
kedaulatan penuh, nama lembaga logistik 
bahan pangan (beras) silih berganti mulai dari 
Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat, Yaya-
san Bahan Makanan (YABAMA) yang merupa-
kan hasil peleburan Jawatan Pengawasan Ma-
kanan Rakyat dan VFM, Yayasan Urusan 
Bahan Makanan  (YUBM) di tingkat pusat dan 
Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) di 
tingkat daerah, Badan Pelaksana Urusan Pa-
ngan (BPUP) yang merupakan hasil peleburan 
YUBM dan YBPP, Komando Logistik Nasional 
(Kolognas), dan akhirnya Badan Urusan Logis-
tik (Bulog) yang digunakan sejak tahun  1967. 
Nama Bulog digunakan hingga sekarang. 
Yang menarik untuk dikemukakan bahwa sela-
ma ini ada dua sistem yang digunakan dalam 
pengelolaan cadangan pangan pemerintah, 
yaitu sistem sentralistik dan sistem bertingkat 
dua (two tier system). Sistem bertingkat dua 
digunakan pada saat di tingkat pusat dibentuk 
Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) dan 
di tingkat daerah dibentuk Yayasan Badan 
Pembelian Padi (YBPP). Dalam prakteknya 
kedua lembaga ini tidak sinkron karena padi 
atau beras yang dibeli YBPP ditahan pemerin-
tah daerah bersangkutan. Akibatnya, YUBM ti-
dak dapat melakukan pengadaan dalam negeri 




Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 
tentang Pangan pada Pasal 47 menyebutkan 
bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari 
cadangan pangan pemerintah dan cadangan 
pangan masyarakat. Cadangan pangan peme-
rintah ditetapkan secara berkala dengan mem-
perhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan 
masyarakat dan ketersediaan, serta mengan-
tisipasi terjadinya kekurangan pangan dan 
atau keadaan darurat. Cadangan pangan pe-
merintah adalah cadangan pangan yang dike-
lola atau dikuasai pemerintah. ‘Keadaan daru-
rat’ adalah terjadinya peristiwa bencana alam, 
paceklik yang hebat, dan sebagainya yang 
terjadi di luar kemampuan manusia untuk men-
cegah atau menghindarinya meskipun dapat 
diperkirakan (Perum Bulog, 2004).  
Yang dimaksud pemerintah disini ada-
lah pemerintah pusat karena baru pemerintah 
pusatlah yang menguasai cadangan pangan 
secara signifikan. Yang dimaksud pedagang 
disini adalah semua pihak yang melakukan 
aktifitas pemasaran dan distribusi bahan pa-
ngan termasuk usaha penggilingan. Sementa-
ra itu yang dimaksud dengan cadangan pa-
ngan rumah tangga adalah cadangan pangan 
yang dikuasai rumah tangga baik secara indi-
vidual maupun secara kolektif dalam bentuk 
misalnya lumbung pangan.
Cadangan pangan yang dikuasai oleh 
pemerintah, pedagang maupun rumah tangga 
masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.  
Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah 
berfungsi untuk: (1) Melakukan operasi pasar 
murni (OPM) dalam rangka stabilisasi harga, 
(2) Memenuhi kebutuhan pangan akibat ben-
cana alam atau kerusuhan sosial, (3) Meme-
nuhi jatah beras golongan berpendapatan te-
tap dalam hal ini TNI/Polri, dan (4) Memenuhi 
penyaluran pangan secara khusus seperti 
program Raskin.  
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Cadangan pangan yang dikuasai pe-
dagang umumnya berfungsi untuk: (1) me-
ngantisipasi terjadinya lonjakan permintaan, 
dan (2) mengantisipasi terjadinya keterlam-
batan pasokan pangan. Sementara itu, cada-
ngan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga 
baik secara individu maupun secara kolektif 
berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya 
kekurangan bahan pangan pada musim pa-
ceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal 
panen akibat bencana alam seperti serangan 
hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir.
Perlu disebutkan bahwa aktifitas eko-
nomi pangan di Indonesia secara prinsip dija-
lankan berdasarkan mekanisme pasar bebas. 
Konsekuensinya, pedagang menguasai cada-
ngan pangan paling besar dibandingkan de-
ngan pemerintah dan rumah tangga. Walau-
pun demikian perlu digarisbawahi bahwa pem-
bangunan ketahanan pangan tidak dapat se-
penuhnya diserahkan kepada mekanisme pa-
sar bebas. Argumentasinya, apabila terjadi 
kelebihan permintaan (excess demand) yang 
dicirikan oleh berkurangnya  pasokan barang 
dan harga barang yang melonjak tinggi, maka 
mekanisme pasar bebas membutuhkan waktu 
relatif lama untuk kembali kepada kondisi ke-
seimbangan semula. Padahal perwujudan ke-
tahanan pangan yang mantap mensyaratkan 
bahwa pangan harus tersedia setiap saat de-
ngan jumlah yang cukup serta dengan harga 
yang memungkinkan masyarakat untuk meng-
aksesnya.
Mengingat pembangunan ketahanan 
pangan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan 
kepada mekanisme pasar bebas, maka kebe-
radaan cadangan pangan pemerintah menjadi 
sangat urgen.  Justifikasinya, dengan mengua-
sai cadangan pangan maka apabila sewaktu-
waktu terjadi katakanlah kelebihan permintaan 
pangan (excess demand) yang dicirikan oleh 
berkurangnya pasokan barang dan harga ba-
rang yang melonjak tinggi, pemerintah dengan 
segera dapat melakukan intervensi pasar 
misalnya melalui operasi pasar murni (OPM) 
guna menjamin terwujudnya harga yang stabil, 
yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya 
ketahanan pangan yang mantap. 
Dalam rangka mewujudkan ketahanan 
pangan yang mantap di setiap tingkat peme-
rintahan, selain cadangan pangan yang dikua-
sai pedagang, harus tersedia juga cadangan 
pangan yang dikuasai pemerintah. Oleh kare-
na itu keberadaan cadangan pangan yang 
dikuasai pemerintah khususnya oleh peme-
rintah kabupaten/kota perlu segera direalisir. 
Urgensi penguasaan cadangan pangan oleh 
pemerintah kabupaten/kota adalah karena 
kemampuan pemerintah pusat untuk mengua-
sai cadangan pangan dalam jumlah besar 
semakin terbatas sejalan dengan semakin ter-
batasnya dana pembangunan.  Disamping itu, 
dalam era otonomi daerah sudah seharusnya 
seluruh tingkat pemerintahan memiliki cada-
ngan pangan yang bersifat komplemen (saling 
melengkapi satu sama lain). Sementara itu 
manfaat penguasaan cadangan pangan oleh 
pemerintah kabupaten/kota adalah untuk 
mempercepat pelayanan kepada masyarakat 
apabila terjadi misalnya bencana alam atau 
kerusuhan sosial  karena sistem birokrasi yang 
relatif pendek.
Seperti halnya keberadaan cadangan 
pangan pemerintah, keberadaan cadangan pa-
ngan rumah tangga juga sangat urgen baik 
bagi mereka yang berada di daerah dengan 
aksesibilitas tinggi maupun dengan aksesibi-
litas rendah (remote area). Justifikasinya, kare-
na rumah tangga/individu adalah obyek terak-
hir dimana ketahanan pangan harus diwujud-
kan. Idealnya, rumah tangga baik secara indi-
vidual maupun secara kolektif  menguasai ca-
dangan pangan guna mengantisipasi kekura-
ngan pangan yang bersifat sementara yang 
disebabkan  terhentinya pasokan bahan pa-
ngan, misalnya  karena putusnya prasarana 
dan sarana transportasi akibat bencana alam. 
Dalam kondisi seperti ini pemenuhan kebu-
tuhan pangan dengan mengandalkan bantuan 
dari pemerintah apalagi pemerintah pusat 
membutuhkan waktu lama, baik karena sistem 
birokrasi yang relatif panjang maupun karena 
kendala putusnya prasarana dan sarana trans-
portasi.
Berdasarkan uraian di atas, dalam 
rangka mewujudkan ketahanan  pangan yang 
mantap, salah satu aspek yang perlu kita 
bangun adalah adanya jaringan cadangan 
pangan baik secara vertikal maupun secara 
horisontal.  Jaringan cadangan pangan secara 
vertikal adalah koordinasi cadangan pangan di 
tingkat pemerintah pusat hingga ke tingkat 
pemerintah kabupaten/kota sehingga satu sa-
ma lain bersifat saling melengkapi (komple-
men).  Sementara itu jaringan pangan secara 
horisontal adalah koordinasi cadangan pangan 
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yang dikuasai pemerintah, pedagang dan ru-
mah tangga di suatu wilayah kabupaten/kota 
atau bahkan wilayah adminstratif yang lebih 
rendah.   
Patut dicatat bahwa keberadaan cada-
ngan pangan yang dikuasai pemerintah, peda-
gang maupun rumah tangga di setiap wilayah 
kabupaten/kota atau bahkan di setiap tingkat 
wilayah administratif yang lebih rendah adalah 
suatu keadaan yang  ideal.  Dikatakan sebagai 
suatu keadaan yang ideal karena apabila kita 
mampu mengkoordinasikan dengan baik ber-
bagai fungsi yang dimiliki ketiga macam cada-
ngan pangan tersebut, maka ketahanan pa-
ngan yang mantap yang dicirikan oleh terse-
dianya pangan setiap saat dengan jumlah 
yang cukup serta  dengan harga yang terjang-
kau daya beli masyarakat akan mudah diwu-
judkan. Namun karena budaya menyediakan 
cadangan pangan di tingkat rumah tangga baik 
secara individual maupun secara kolektif tidak 
dikenal di setiap daerah, maka bentuk cada-
ngan pangan yang dijumpai di suatu wilayah 
kabupaten/kota adalah cadangan pangan yang 
dikuasai pemerintah dan pedagang. Bahkan 
apabila cadangan pangan yang dikuasai pe-
merintah kabupaten/kota belum berkembang 
dan budaya melakukan cadangan pangan di 
tingkat rumah tangga baik secara individual 
maupun secara kolektif tidak dikenal, maka 
macam cadangan pangan yang dijumpai di 
suatu wilayah kabupaten/kota adalah cada-
ngan pangan yang dikuasai pedagang.  
BANTUAN PANGAN DALAM KONDISI 
DARURAT RAWAN PANGAN
Dalam kerangka pencapaian ketaha-
nan pangan yang berkelanjutan, kebijakan 
bantuan pangan terkait dengan upaya me-
menuhi kebutuhan pangan bagi setiap indi-
vidu/penduduk yang merupakan hak azasi 
manusia. Bantuan pangan memegang pera-
nan penting dalam upaya memenuhi kebu-
tuhan pangan penduduk karena dalam dunia 
empiris, baik di negara berkembang maupun 
negara maju masih terdapat sebagian masya-
rakat yang tidak dapat akses terhadap pangan 
yang dibutuhkan. Dalam kondisi demikian, 
program bantuan pangan harus dipahami se-
bagai suatu bentuk intervensi berupa duku-
ngan penyediaan pangan yang bertujuan un-
tuk memperbaiki ketahanan pangan penduduk 
miskin dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Program bantuan pangan merupakan 
instrumen penting dalam mengatasi kerawa-
nan pangan darurat (Suryana, 2004).  
Program bantuan pangan pada kondisi 
darurat tidak terlepas dari sistem pengelolaan 
cadangan pangan. Dalam hal ini, bantuan 
pangan pada kondisi darurat merupakan ba-
gian dari fungsi pengelolaaan cadangan pa-
ngan oleh pemerintah. Kondisi darurat dapat 
disebabkan oleh adanya bencana alam dan 
kerusuhan sosial. Oleh karenanya, program 
bantuan pangan pada kondisi darurat ini tidak 
dapat dipisahkan dengan sistem pengelolaan 
cadangan pangan nasional.
Renate Kunast (Menteri Federal Per-
lindungan Konsumen, Pangan dan Pertanian, 
Jerman) dalam pidato pembukaan lokakarya 
internasional mengenai bantuan pangan pada 
awal September 2003 seperti dikutip oleh 
Suryana (2004), menyebutkan bahwa apabila 
program bantuan pangan dilaksanakan secara 
salah, maka dalam konteks internasional ban-
tuan pangan ini justru cenderung akan meng-
hambat proses pembangunan negara peneri-
ma, bukan mendorongnya seperti yang diha-
rapkan semula. Apabila bantuan pangan tidak 
diimplementasikan secara tepat dapat: (a) 
menyebabkan penurunan tajam harga pangan 
di negara penerima, (b) melemahkan kemam-
puan produksi domestik, (c) menghambat pe-
ngembangan produksi pangan lokal lebih lan-
jut, (d) mempersulit pengembangan pasar 
yang lebih efisien, dan (e) meningkatkan keter-
gantungan negara akan impor pangan. Dalam 
konteks suatu negara, kesalahan dalam pelak-
sanaan program bantuan pangan juga akan 
menimbulkan ketergantungan bagi penduduk 
yang menerima bantuan tersebut dan tidak 
mendorong mereka bisa terlepas dari kera-
wanan pangan atau kemiskinan.  
Di Indonesia, berdasarkan sasaran 
penerima program bantuan pangan pada kon-
disi darurat rawan pangan dapat dikelompok-
kan menjadi dua kategori besar yaitu (1) ke-
lompok rawan pangan transien, dan (2) kelom-
pok rawan pangan kronis. Kelompok rawan 
pangan transien adalah kelompok rumah tang-
ga/individu yang mengalami kekurangan pa-
ngan disebabkan kejadian luar biasa dan pada 
waktu-waktu tertentu saja. Kerawanan pangan 
transien dapat disebabkan oleh adanya benca-
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na alam (banjir, tanah longsor, kebakaran, dll), 
gagal panen akibat rusaknya fasilitas irigasi, 
kekeringan, dan atau serangan eksplosif ha-
ma/penyakit, kerusuhan sosial, dan atau pe-
mutusan hubungan kerja. Pada kondisi demiki-
an, program bantuan pangan bagi kelompok 
rawan pangan transien ini adalah sangat men-
desak dan bantuan bersifat sementara atau 
jangka sangat pendek. Program bantuan pa-
ngan untuk menangani kelompok rumah tang-
ga rawan pangan transien khususnya akibat 
bencana alam dapat dilakukan secara sentra-
listik (terpusat) atau terdesentralisasi (Perum 
Bulog, 2004).  Untuk tahun 2005, Perum Bulog 
telah menyusun rancangan mekanisme penya-
luran beras untuk korban bencana secara 
terpusat maupun terdesentralisasi. Sementara 
itu, untuk kelompok rawan pangan transien 
karena penyebab lain penanganannya belum 
dirancang secara khusus.  
Sementara itu, kelompok rawan pa-
ngan kronis adalah kelompok rumah tangga
atau individu yang karena keterbatasan sum-
berdaya menyebabkan akses mereka terha-
dap pangan yang dibutuhkan menjadi ter-
hambat sehingga tidak dapat memenuhi kebu-
tuhan pangan sesuai standar normatif untuk 
dapat hidup sehat dan produktif. Dalam ke-
rangka tujuan pembangunan global (millenium 
development goal) untuk menurunkan kemis-
kinan dan kerawanan pangan sebesar 50 
persen sampai tahun 2015, program tersebut 
di Indonesia tertuang dalam kebijakan pemba-
ngunan ketahanan pangan. Secara lebih spe-
sifik upaya tersebut diimplementasikan dalam 
program bantuan pangan (beras) dengan har-
ga bersubsidi bagi kelompok miskin (Raskin).  
Dari sisi besarnya volume, upaya In-
donesia tersebut sangat signifikan dan dihar-
gai komunitas internasional, khususnya dalam 
penganggulangan kerawanan pangan bagi 
penduduk miskin (Suryana, 2004). Namun de-
mikian, dalam pelaksanaan penyaluran prog-
ram Raskin tersebut di beberapa daerah dite-
mukan berbagai ketidaksesuaian dalam pene-
tapan rumah tangga sasaran, jumlah beras 
yang diterima oleh rumah tangga, waktu pe-
nyaluran, dan atau ketidaktepatan sistem ad-
ministrasi. Dalam hal demikian, penyempurna-
an dari berbagai kelemahan yang ada dalam 
pelaksanaan penyaluran Raskin sangat diper-
lukan.
PROSPEK PENGELOLAAN CADANGAN 
PANGAN ERA OTONOMI DAN PERUM 
BULOG
Terkait dengan aspek pengelolaan 
dan pemeliharaan cadangan pangan peme-
rintah, Peraturan Pemerintah (PP) No 68 tahun 
2002 menyebutkan secara tegas tentang pen-
tingnya peran pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten, dan pemerintah desa dalam mena-
ngani masalah pangan. Semangat otonomi 
daerah menurut PP 68/2002 tersebut menurut 
Basuki (2004) pada dasarnya dapat dilihat dari 
dua hal pokok. Pertama, pengakuan terhadap 
pentingnya peran pemerintah pusat, pemerin-
tah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerin-
tah desa dalam pengelolaan ketahanan pa-
ngan; Kedua, pernyataan secara tegas tentang 
keberagaman pola pangan masyarakat, yaitu 
dengan memberikan keleluasaan pengertian 
atas pangan tertentu bersifat pokok, sesuai 
dengan pola pangan masyarakat setempat. 
Dengan semangat ini dimungkinkan suatu 
daerah mengembangkan dan mempromosikan 
pola pangan setempat sebagai pangan terten-
tu yang bersifat pokok.
Cadangan pangan merupakan salah 
satu sumber penyediaan pangan yang penting.  
Dikaitkan dengan peran pemerintah daerah 
dalam implementasi otonomi daerah, penge-
lolaan cadangan pangan yang baik oleh peme-
rintah daerah dan paritisipasi masyarakat 
secara luas, diharapkan dapat meminimalkan 
terjadinya kasus-kasus kerawanan dan keku-
rangan pangan di daerah. Dalam hal demikian,
menurut Basuki (2004), pemerintah provinsi/
kabupaten/desa sesuai dengan kewenangan-
nya dapat mengembangkan cadangan pangan 
tertentu yang bersifat pangan pokok sesuai 
dengan pola pangan setempat. Dengan demi-
kian, apabila terjadi kasus kekurangan pangan 
di suatu wilayah dapat segera direspon oleh 
pemerintah daerah setempat tanpa harus me-
nunggu kebijakan pemerintah pusat. 
Sebagai lembaga penyangga pa-
ngan nasional, sebelum perubahan Bulog 
menjadi Perum,  Bulog memiliki peran sentral 
dalam mengelola pangan nasional. Secara 
implisit Bulog diharuskan membuat kebijakan 
yang berpihak kepada konsumen, sekaligus 
tidak merugikan konsumen (Amang dan Sawit, 
2001). Dalam operasionalnya, pelaksanaan 
tugas tersebut mencakup aspek bisnis dan 
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sekaligus terdapat misi sosial. Apabila kedua 
fungsi tersebut tidak dapat dipadukan secara 
harmonis maka Bulog akan dibenci konsumen 
bila berpihak kepada produsen, dan sebalik-
nya akan dibenci produsen apabila berpihak 
kepada konsumen.
Seperti diketahui, sejak bulan Mei 
tahun 2003 berdasar Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan
Perum Bulog, lembaga penyangga pangan 
nasional yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog) 
yang semula berstatus sebagai LPND (Lemba-
ga Pemerintah Non Departemen) telah beru-
bah status menjadi Perum Bulog. Perubahan 
ini membawa konsekuensi terhadap tugas, 
mandat dan kewenangan Bulog dalam penye-
lenggaraan dan pengelolaan ketahanan pa-
ngan nasional. Dalam kaitan ini, perubahan 
tersebut diduga berpengaruh terhadap meka-
nisme, proses, dan kinerja pengelolaan keta-
hanan pangan di daerah. Hal ini didasarkan 
pada fakta bahwa perubahan status Bulog 
terjadi di saat perubahan sistem pemerintahan 
yaitu otonomi daerah telah diberlakukan. 
Apabila dicermati, perubahan status 
Bulog dari LPND menjadi Perum menyebab-
kan hilangnya dua hal yang sangat penting 
yaitu (1) hilangnya komitmen nasional dalam 
penanganan komoditas strategik, dan (2) hi-
langnya kelembagaan pemerintah secara na-
sional yang ditugaskan untuk menangani ko-
moditas strategik tersebut secara terintegrasi 
(Basuki, 2004). Komitmen nasional pada saat 
Bulog sebagai LPND tertulis secara tegas da-
lam tugas pokok Bulog, yaitu untuk (1) me-
ngendalikan harga untuk melindungi produsen 
dan  konsumen, dan (2) membina ketersedia-
an, keamanan dan pembinaan mutu gabah, 
beras, gula, gandum, kedelai, terigu, bungkil 
kedelai, serta bahan pangan dan bahan pakan 
lainnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Bulog, 2003). Uraian dari tugas 
pokok Bulog tersebut menunjukkan adanya 
komitmen nasional untuk memperlakukan be-
berapa komoditas terpilih sebagai komoditas 
strategis nasional.
Dengan berubahnya status Bulog 
menjadi Perum, sesuai dengan misi suatu 
lembaga ekonomi, tugas Perum Bulog lebih 
berorientasi pada usaha penciptaan keuntu-
ngan bagi perusahaan disamping tetap melak-
sanakan fungsi sosial seperti diamanatkan 
oleh Perusahaan Pemerintah (Bulog, 2003). 
Hal-hal demikian diduga akan berpengaruh 
terhadap penyelenggaraan pemantapan keta-
hanan pangan di daerah khususnya terkait 
dengan upaya stabilisasi harga melalui penga-
daan dan atau penyaluran pangan (gabah/
beras).
Seperti halnya pemberlakuan perda-
gangan bebas, perubahan status Bulog juga 
berpotensi mempengaruhi pembangunan keta-
hanan pangan karena bersamaan dengan pe-
rubahan status Bulog tersebut berlaku kebijak-
sanaan sebagai berikut: (1) monopoli impor 
beras oleh Bulog dicabut sejak September 
2000 dan swasta diberikan kesempatan untuk 
mengimpor beras, (2) captive market Bulog 
diturunkan sejak bulan April 2000 melalui 
perubahan pemberian jatah beras PNS yang 
diganti dengan uang, dan (3) Kredit murah 
untuk pengadaan pangan yang berasal dari 
kredit likuiditas (BLBI) PNS tidak tersedia lagi 
sejak tahun 2000, sehingga Bulog harus 
menggunakan kredit komersial untuk penga-
daan pangan. Dengan demikian, maka pe-
ngembangan cadangan pangan oleh masyara-
kat khususnya masyarakat nonpedagang men-
jadi hal penting dalam pemantapan ketahanan 
pangan terutama di daerah. 
KESIMPULAN DAN 
IMPLIKASI KEBIJAKAN
Pada era otonomi daerah dan Perum 
Bulog, untuk  mewujudkan tersebarnya cada-
ngan pangan di semua lini pemerintahan dan 
di seluruh komponen masyarakat dengan sa-
saran akhir adalah terjaminnya pemenuhan 
kebutuhan konsumsi penduduk baik secara 
fisik maupun secara ekonomi, maka struktur/
kelembagaan yang diusulkan dalam rangka 
pengembangan cadangan pangan masyarakat 
adalah sebagai berikut: (1) menumbuhkem-
bangkan dan sekaligus memelihara tradisi ma-
syarakat secara perorangan menyisihkan se-
bagian hasil panen untuk cadangan pangan,
dan (2) menumbuhkembangkan tradisi masya-
rakat melakukan cadangan pangan secara ko-
lektif dengan membangun lumbung pangan. 
Agar tradisi-tradisi ini dapat segera ter-
bangun maka paling tidak dibutuhkan 2 (dua) 
upaya pokok berikut: (a) melakukan sosialisasi 
yang bersifat memberikan suatu pemahaman 
agar terbentuk suatu persepsi tertentu, misal-
nya pemahaman bahwa mengandalkan sepe-
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nuhnya pemenuhan kebutuhan pangan pokok 
lewat pasar bebas adalah riskan karena masa-
lah pangan bisa muncul kapan saja, dan (b) 
melakukan program aksi pemberdayaan yang 
bersifat sebagai stimulans seperti program 
revitalisasi lumbung pangan masyarakat yang 
dilakukan oleh Departemen Pertanian.   
Untuk mencapai sasaran yang sama, 
maka struktur/kelembagaan yang diusulkan 
dalam rangka pengembangan cadangan pa-
ngan pemerintah adalah sebagai berikut: (1) 
melakukan pembagian peran dimana peme-
rintah pusat tetap mengelola cadangan pa-
ngan beras, sedangkan pemerintah daerah 
mengelola cadangan pangan non-beras sesuai  
dengan makanan pokok masyarakat setempat, 
(2) mempertahankan sistem sentralistik dalam 
pengelolaan cadangan pangan beras oleh pe-
merintah pusat, (3) melakukan pembagian pe-
ran dimana pemerintah pusat mengelola stok 
operasi, stok penyangga dan pipe line stock, 
sedangkan pemerintah daerah mengelola 
reserve stock yang diperuntukkan untuk ke-
perluan emergensi seperti bencana alam dan 
konflik sosial yang tidak bersifat nasional, dan 
(4) menggunakan pendekatan terdesentrali-
sasi (bukan terpusat) dalam mekanisme pe-
nyaluran stok beras untuk keadaan darurat. 
Semua struktur/kelembagaan yang diusulkan 
ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 
melalui pengurangan koordinasi, pemotongan 
jalur birokrasi, pendistribusian tugas dan we-
wenang, dan sekaligus pendistribusian beban 
biaya di antara pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah. Dengan demikian diupayakan 
agar performa dapat dicapai dengan cara-cara 
yang efisien.
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